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ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD 
MURABAHAH PADA BMT INSAN MANDIRI MAKASSAR 
 
ANALYSIS OF EQUITY FINANCING WITH MURABAHAH CONTRACT 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan modal usaha 
dengan akad murabahah, alasan penggunaan akad murabahah dan hal-hal yang 
memungkinkan penggunaan akad mudharabah atau musyarakah dalam 
pembiayaan modal usaha pada BMT Insan Mandiri Makassar. Penelitian ini 
menggunakan desain kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara 
langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-
dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  prosedur pembiayaan modal usaha dengan akad 
murabahah menyertakan akad wakalah. Alasan penggunaan akad murabahah 
adalah keuntungan yang pasti, pengamanan dana investor dan ketidaksiapan 
nasabah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Penggunaan akad 
mudharabah dan musyarakah memungkinkan bila pihak BMT telah mengenal 
karakter nasabah dengan baik dan proyek usaha yang diajukan menunjukkan 
profit yang jelas. 
 
Kata kunci: murabahah, mudharabah, musyarakah, baitul maal wat tamwil 
 
 
This study aims to know the procedure of equity financing with murabahah 
contract, the reason for the use of murabahah contract and the things that allow 
the use mudharabah or musyarakah contract in equity financing in BMT Insan 
Mandiri Makassar. This study use a qualitative design. The research data was 
obtained from direct interviews with relevant parties. Researchers also collected 
relevant documents and supporting research discussion. The results showed that 
business capital financing with murabahah include wakalah. The reason for using 
the murabaha contract is definite profit, safety funds investors and 
unpreparedness of customers using mudharabah and musyarakah. Use of 
mudharabah and musyarakah is possible if the BMT had known customers with 
good character and business projects submitted showed definite profit 
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1.1 Latar Belakang 
Modal adalah faktor penting untuk menghasilkan harta demi peningkatan 
taraf hidup manusia. Kedudukan modal adalah sedemikian vitalnya. Ia 
merupakan sendi utama bagi usaha-usaha produksi dan distribusi. Tanpa modal 
yang memadai, laju bisnis atau usaha akan mengalami keterlambatan dan 
cenderung berkutat pada skala kecil. Tanpa modal, produksi yang berskala besar 
dalam dunia industri modern menjadi tidak mungkin. Jika hanya mengandalkan 
tenaga kerja manusia hasilnya sangat sedikit atau tidak signifikan. Oleh karena 
itu, tidak salah jika dikatakan bahwa kemajuan industri yang dicapai sekarang ini 
adalah karena penggunaan modal.   
Pentingnya modal dalam Islam telah dituliskan dalam QS. Ali Imran ayat 
14 yang artinya: 
“Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa diingini, 
yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga)” 
 
Al Qur’an telah menyatakan berbagai harta yang bisa dijadikan modal 
tersebut menjadi ke inginan dan kesenangan hidup di dunia. Afzalurrahman 
(1997:263) mengemukakan bahwa Al Qur’an menyatakan kekayaan dan modal 
ini dengan ungkapan “persediaan untuk digunakan oleh manusia”, agar manusia 
dapat menghasilkan kekayaan terus menerus untuk memenuhi keinginannya. 
harta yang bertumpuk dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, dan ternak, 
semuanya merupakan bentuk modal yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk 






Dalam sebuah hadits Rasulullah juga dinyatakan terkait pentingnya modal 
ini yang artinya: 
“Tidak akan ada kecemburuan kecuali dalam dua hal: orang yang diberi Allah 
kekayaan (atau modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam 
menegakkan kebenaran (untuk kepentingannya dan kepentingan orang lain), dan 
orang yang telah dijamin Allah dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk 
menilai dan mengajarkannya pada yang lain” (HR. Bukhari) 
 
Sejalan dengan kandungan ayat Al Qur’an dan Hadits di atas, tidak 
semua ora ng memiliki kemampuan di bidang modal. Allah memberikan 
kekayaan yang berlebih terhadap sebagian manusia saja. Sedangkan salah satu 
kendala yang sering dihadapi dunia usaha adalah masalah permodalan. Masalah 
permodalan ini merupakan permasalahan klasik yang sejak dahulu hingga 
sekarang sering dialami oleh para pebisnis dalam rangka pengembangan 
usahanya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal 
dan orang yang memiliki keterampilan untuk mengelola atau menggunakan 
modal tetapi tidak memiliki modal.  
Pembangunan ekonomi harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha 
masing-masing. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, 
dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerja sama pihak 
yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang 
usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, 
dan saling menguntungkan. Di sinilah diharapkan peran lembaga-lembaga 






Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang 
mengharamkan bunga bank karena termasuk ke dalam riba’, keputusan fatwa 
majelis ulama indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga adalah: 
“Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 
pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek 
pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram 
Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di 
lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga 
Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.” 
 
Sebagai Muslim, tentu ingin menghindari hal-hal yang telah diharamkan. 
Diperlukan lembaga keuangan lain yang bisa memenuhi hajat akan modal maka 
berdiri dan berkembanglah lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah. 
Sulitnya urusan administrasi dan persyaratan dari bank membuat sebagian 
masyarakat sulit mengakses modal untuk usaha. Memang di sisi lain, kita tidak 
dapat menyalahkan pihak si lembaga kredit atau perbankan mengutamakan asas 
prudential demi pengembalian dananya sehingga tidak akan terjadi 
permasalahan kredit, seperti kredit macet bagi mereka. Kemudian dengan asas 
tersebut, mereka membuat aturan sedemikian rupa sehingga calon nasabahnya 
adalah hanya pengusaha yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya. 
Sementara untuk kemajuan perekonomian, usaha kecil dan menengah 
memerlukan perhatian yang besar. Adanya lembaga keuangan mikro syariah 
seperti Baitul wat Tamwil (BMT) diharapkan dapat membantu pembiayaan usaha 
kecil masyarakat. 
Dalam sistem ekonomi Islam ada dua bentuk kemitraan dalam berusaha 
yang umum dikenal yaitu mudharabah dan musyarakah. BMT Insan Mandiri 
Makassar menerapkan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad 
murabahah yang pada hakikatnya adalah akad jual beli bukan bagi hasil seperti 





perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jual beli memang bukanlah hal yang 
dilarang tetapi malah dianjurkan. Namun, Nursella dan Idroes (2013) menyatakan 
bahwa total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari 
setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan sistem 
murabahah menjadi produk unggulan di bank-bank syariah. Hal tersebut 
merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan 
dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi 
hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor rill karena menutup kemungkinan 
disalurkannya dana pada kepentingan konsumtif dan mengembangkan usaha 
produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil maka harus ada profit yang dibagi. 
Hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan  untuk usaha yang produktif. 
Bentuk murabahah sekarang telah berkembang menjadi salah satu jalan 
pembiayaan yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi namun juga untuk 
kebutuhan modal usaha. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi 
pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Fakta 
tentang ini termuat dalam tabel berikut. 
Tabel 1.1 Pangsa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah 
(dalam juta Rp) 
(Tahun 2012-2015) 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2016, data diolah 
 
Heykal (2014) menyatakan konsep murabahah yang dilakukan oleh bank 
syariah di Indonesia sangat berbeda dengan akad murabahah yang dilakukan 
oleh bank syariah yang ada di negara lain. Akad murabahah yang berbasis ba’i  
yang ada di negara lain merupakan murabahah di mana terdapat barang yang 
Jenis 2012 2013 2014 2015 
Mudharabah 99.361 106.851 122.467 168.516 
Musyarakah 321.131 426.528 567.658 652.316 
Murabahah 2.854.646 3.546.361 3.965.543 4.491.697 
Lainnya 278.382 353.752 349.241 452.642 





dimiliki oleh pembeli pertama yang akan bertindak sebagai penjual kedua. 
Contoh nyatanya telah banyak kita lihat pada jual beli di pasar secara jujur yang 
biasa dilakukan oleh kita sehari-hari. Dalam Islam, jual beli pada dasarnya harus 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ini merupakan konsep murabahah 
yang original. Sedikit berbeda dengan tamwil bil murabahah yang merupakan 
pembiayaan murabahah dengan basis jual beli. Perbedaannya sebagai berikut. 
Dalam pembiayaan murabahah ini, diberikan contoh bila seorang nasabah ingin 
membeli mobil, maka nasabah tersebut akan mempergunakan konsep tamwil bil 
murabahah untuk mendapatkan mobil tersebut. Agar akad tersebut dapat 
terlaksana maka nasabah datang ke suatu bank syariah dan mengajukan 
pembiayaan berbasis murabahah. Di sini yang berlaku adalah pembiayaan 
dengan konsep tamwil bil murabahah. Dengan adanya konsep tamwil bil 
murabahah maka pembeli akhir menandatangani kontrak dengan bank syariah 
untuk mewakili dirinya dalam melakukan pembelian mobil. Tentunya setelah 
nasabah mengetahui jenis mobil yang akan dibelinya. Di sini bank syariah akan 
menerbitkan akad wakalah (perwakilan)  yang menyatakan bahwa bank syariah 
menyetujui untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembelian mobil terhadap 
nasabah. Bank syariah dengan akad ini dianggap telah memiliki barang yang 
akan dijualnya lagi kepada nasabah pembiayaan murabahah selaku pembeli 
akhir dengan akad tamwil bil murabahah. Dengan akad ini maka kepemilikan 
bank syariah terhadap barang tersebut hanya sebentar. Di akad ini dapat 
dipastikan terjadi perbedaan harga. Akan tetapi ini bukan merupakan konsep 
time value of money yang dilarang dalam syariah Islam dikarenakan ada 
underlying transaction yang mendasarinya. Dapat dicontohkan dengan 
penerbitan sukuk dimana terdapat underlying asset (asset yang mendasari), 





penerbitan sukuk tersebut dan investor sukuk akan mendapatkan revenue dari 
asset tersebut. Hal ini juga terjadi pada akad tamwil bil murabahah. Hal tersebut 
lah yang kemudian menjadi alasan dikeluarkannya PSAK 102 (revisi 2013) 
tentang murabahah yang berusaha menyentuh praktek murabahah yang sering 
dilakukan oleh bank syariah.  
Pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah menjadi yang 
paling banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Lebih banyaknya 
jumlah produk murabahah tentunya dianggap karena resikonya lebih kecil. RIvai, 
dkk (2010:219) menyatakan bahwa murabahah merupakan suatu produk 
pembiayaan yang populer dan memiliki margin tinggi dan risikonya mudah 
dikelola.  
Fatmawati (2014) menyimpulkan: 
“Risiko umum yang dihadapi oleh pihak BMT dalam kaitannya dengan 
pembiayaan murabahah adalah angsuran atau penyetoran yang macet. Namun, 
terdapat juga beberapa risiko lainnya yang pernah terjadi di ketiga BMT yang 
menjadi objek penelitian. Risiko yang sama-sama dihadapi oleh ketiga BMT 
adalah terutama mengenai pengadaan barang dimana pihak BMT tidak dapat 
membelikan langsung barang untuk nasabah. Bahkan pihak BMT tidak bisa 
bersama berbelanja barang yang diinginkan nasabah sehingga pihak BMT harus 
mewakalahkan (mewakilkan) kepada nasabah itu sendiri atau pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh nasabah.”   
 
Risiko murabahah di atas dianggap masih lebih kecil dibandingkan risiko 
yang ditimbulkan oleh mudharabah dan musyarakah. Antonio (2015:94-98) 
menyatakan bahwa mudharabah dan musyarakah berisiko terjadinya kelalaian 
dan kesalahan yang disengaja. Nasabah bisa saja menggunakan dana itu bukan 
seperti yang disebut dalam kontrak atau menyembunyikan keuntungannya. 
Selain itu, Alfian (2012) menemukan bahwa dalam pelaksanaan akad 
murabahah, bank dapat langsung menentukan margin yang diinginkan, nasabah 
tidak diharuskan untuk membuat laporan tentang hasil usahanya kepada bank 





musyarakah sehingga pihak bank atau BMT lebih memilih menggunakan akad 
murabahah. 
Walau risikonya lebih besar dibandingkan dengan produk murabahah, 
mudharabah dan musyarakah merupakan produk yang sangat penting. Kedua 
produk ini yang menjadi ciri sistem ekonomi Islam yang dikenal dengan sistem 
bagi hasilnya. Pembiayaan jenis ini membuat nuansa moneter menjadi lebih 
menonjol dibandingkan sektor riil karena pembiayaan murabahah pada 
umumnya bersifat konsumtif sehingga tidak sesuai dengan cita-cita ekonomi 
Islam yang menuntut keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Kedua 
produk ini akan melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor 
usaha yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Upaya 
untuk mengarahkan lebih banyak lagi transaksi pembiayaan menggunakan akad 
mudharabah dan musyarakah sangat diperlukan. Hal-hal yang dapat membuat 
jumlah produk mudharabah dan musyarakah perlu dicari untuk kemudian dapat 
dilakukan.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pembiayaan Modal 
Usaha dengan Akad Murabaha pada BMT Insan Mandiri Makassar”. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Alfian 
(2012) dengan tempat penelitian yang berbeda. Bagaimana pelaksanaan atau 
mekanisme pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah dan alasann 
penggunaan akad murabahah tersebut menjadi bahasan yang sama. Dengan 
tempat penelitian berbeda, hasil penelitian ini bisa berbeda. Perbedaan 
selanjutnya adalah dalam penelitian ini penulis menggali tentang hal-hal yang 





mudharabah/musyarakah dalam pembiayaan modal usaha yang tidak ada dalam 
penelitian sebelumnya. 
  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah pokok yang akan 
dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Bagaimana mekanisme atau prosedur pelaksanaan pembiayaan 
modal usaha dengan akad murabahah pada BMT Insan Mandiri 
Makassar? 
2. Mengapa BMT Insan Mandiri Makassar memilih akad murabahah 
dalam pembiayaan modal usaha bukan akad mudharabah atau 
musyarakah? 
3. Hal-hal apa yang memungkinkan BMT Insan Mandiri Makassar untuk 
menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dalam pembiayaan 
modal usaha? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan 
modal usaha dengan akad murabah pada BMT Insan Mandiri 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui alasan pemilihan akad murabahah dalam 
pembiayaan modal usaha oleh BMT Insan Mandiri Makassar. 
3. Untuk mengetahui hal-hal yang memungkinkan BMT Insan Mandiri 
Makassar untuk menggunakan akad mudharabah atau musyarakah 





1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 
hal teoretis, praktis dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan 
yang terkait. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penilitian 
sebelumnya terkait bisnis Islam terkhusus dalam hal pembiayaan modal usaha 
untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan 
selanjutnya. 
1.4.2 Kegunaan Praktis      
 Dengan adanya penelitian ini masyarakat dalam hal ini pelaku bisnis dan 
lembaga keuangan terkait dapat memperoleh tambahan gambaran yang lebih 
jelas mengenai proses pembiayaan modal usaha dalam ekonomi Islam. 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pemerintah terkait 
proses bisnis Islam yang terjadi di masyarakat untuk kemudian menentukan 
kebijakan yang lebih baik untuk pengembangan bisnis Islam. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan materi sebagai berikut. 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 







BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan 
sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang 
digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan 
maupun sumber yang lain.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan 
data, sumber data, serta metode analisis data.  
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat organisasi, struktur 
organisasi, dan produk-produk organisasi. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil 
penelitian tersebut kemudian diolah sesuai yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya.  
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil 




BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Teori Tentang Pembiayaan dan Akad 
2.1.1 Pembiayaan 
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau  
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 
Perumusan Definisi pembiayaan secara yuridis dapat dilihat dalam 
ketentu'an umum Pasal 1 butir 25 UU No 21 tahun 2008 yang menyatakan 
bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa:   
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah muntahiya bittamlik, 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’, 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan   
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 
Dalam pemberian pembiayaan dalam sebuah usaha/bisnis, tentu tidak 
terlepas dari penilaian atas usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Di 
dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S  sebagai 
berikut. 




b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 
mengembalikan pembiayaan yang diambil. 
c. Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan. 
d. Condition, yaitu keadaan usaha yang dijalankan. 
e. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki nasabah pembiayaan dan telah 
diberikan kepada bank. 
f. Syariah, yaitu usaha yang akan dibiayai benar-benar adalah usaha yang tidak 
melanggar syariah.  
2.1.2 Akad 
Wiyono dan Maulamin (2013:23) menyimpulkan bahwa “akad adalah suatu 
perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan 
pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai dengan syari’ah Islamiyah yang 
mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan.”  
Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-
masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing 
yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad, segala sesuatunya sudah 
ditetapkan dengan rinci dan spesifik. Bila salah satu pihak melanggar ketentuan 
yang telah disepakati maka ia menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam 
akad. (Karim, 2011:65)  
Ketentuan akad menurut Antonio (2015:29-30) adalah sebagai berikut. 
1. Rukun, yaitu adanya penjual, pembeli, barang/jasa, harga dan 
akad/ijab qabul. 
2. Harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan 
jasa yang haram menjadi batal. 




c. Ada kejelasan terkait tempat penyerahan barang dan jasa. 
d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam 
kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau 
dikuasai.   
Menurut Natadipurba (2015:139-142) keabsahan akad dapat diukur 
dengan beberapa asas tertentu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Keberadaan (Mawjuud) 
Harta yang dipertukarkan harus ada. Harta tersebut bisa dalam dua 
bentuk, bisa benda berbentuk konkret dan benda tidak konkret. 
Bentuk pertukarannya adalah: 
a. Pertukaran benda konkret dengan benda konkret, misalnya: benda 
dengan benda atau benda dengan benda yang disepakati khusus 
sebagai alat tukar (uang). 
b. Pertukaran benda tidak konkret dengan benda konkret, misalnya: 
tenaga dan pikiran dengan upah, risiko dengan hasil investasi dan 
manfaat sewa dengan uang sewa. 
2. Kebernilaian (Jidaarah) 
Harta yang dipertukarkan harus bernilai. Nilai didapat karena harta 
tersebut dicintai dan dapat dimiliki serta dapat dialihkan kepada pihak 
lainnya. Pengalihan tersebut berdasarkan pada asas kemanfaatan. 
Benda haram tidak memiliki manfaat malah mengandung kerusakan. 
3. Kesetaraan (Musaawats) 
Harta yang dipertukarkan harus setara. Kesetaraan itu bisa diukur 
dengan cara: 
a. Nilai pasar pada masa sekarang, atau 




c. Nilai manfaat bersih yang bisa diperoleh di masa mendatang. 
4. Kejujuran (Shaadiq) 
Dalam akad diperlukan adanya kejujuran. Kejujuran (shadiq) dalam 
akad maksudnya:  
a. Informasi mengenai akad dan perinciannya harus cukup, lengkap 
dan benar. Seluruh informasi yang bersifat material harus 
diungkapkan (discosed), sehingga tidak menimbulkan 
kesalahpahaman baik yang disengaja maupun tidak mengenai 
subjek, predikat, objek dan keterangan akad. 
b. Kejujuran akan membuat akad menjadi peristiwa silaturahim yang 
akan menyambung persaudaraan sesama manusia. Kecurangan 
dalam akad akan memunculkan permusuhan antara manusia. 
c. Kejujuran dalam berakad dijamin dalam syari’ah dan menjamin 
adanya kepastian bahwa setelah pertukaran dilakukan secara 
benar maka masing-masing pihak berhak menguasai harta yang 
telah ditukarkan.  
d. Selain pada substansi, kejujuran juga harus ada pada tata cara 
pertukaran harta. Pertukaran harus dilakukan dengan tata cara 
tertentu dan tidak boleh dilakukan dengan serampangan.  
e. Kecakapan. Para pihak yang melakukan akad harus cakap secara 
hukum, mukallaf, menguasai apa yang akan diakadkan. 
Kecakapan di sini juga bahwa para pihak yang berakad harus 
dalam keadaan saling ridha dan bebas atau tidak ada paksaan 
untuk saling mengikatkan diri. 
Pada dasarnya akad dalam sistem ekonomi Islam dibagi menjadi dua 




menjelaskan bahwa akad tabarru’ digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong 
menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak yang 
melakukan perikatan. Walaupun demikian, dibolehkan untuk memungut biaya 
transaksi yang akan digunakan sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus 
atau keuntungan materiil yang diperoleh. Contoh transaksi yang terkait akad ini 
adalah qardh (pinjaman), rahn (gadai), wakalah, wadi’ah (titipan), kafalah 
(jaminan) dan wakaf. Akad tijarah adalah akad untuk transaksi yang berorientasi 
pada laba. Contoh transaksi yang lazim digunakan adalah jual beli. 
 
2.2 Gambaran Umum BMT 
Mufti dan Sula (2009) mengemukakan pengertian BMT sebagai berikut.  
“BMT merupakan dua kalimat yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal 
adalah lembaga kuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan 
mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infaq, shadaqah, dan hibah) tanpa 
adanya keuntungan (non profit oriented). Sedangkan baitut tamwil  adalah 
lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuntungan (profit oriented). 
Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan 
kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/margin yang 
sesuai syari’ah”. 
 
Adapun Soemitra (2009:452-454) merangkum profil BMT secara umum 
dalam butir-butir sebagai berikut. 
a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang mandiri dan dikelola 
secara profesional untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat 
lingkungannya. 
c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan 
kuat serta anggotanya mampu berperan sebagai wakil/pengabdi Allah 




d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan dari belenggu 
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi serta meningkatkan 
kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil. 
e. Fungsi BMT, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya. 
f. Prinsip-prinsip utama BMT sebagai berikut. 
1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah dengan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip syari’ah dan muamalah 
Islam ke dalam kehidupan nyata. 
2. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan 
dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, 
progresif, adil, dan berakhlak mulia. 
3. Kekeluargaan atau kooperatif. 
4. Kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. 
5. Konsisten atau berkelanjutan. 
g. Ciri-ciri utama BMT sebagai berikut. 
1. Berorientasi bisnis. 
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk 
mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah. 
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat. 
4. Milik bersama masyarakat. 
 
2.3 Gambaran Umum Murabahah 
2.3.1 Pengertian 
Nurhayati dan Wasilah (2013:174) mengemukan pengertian murabahah 
sebagai berikut. 
“Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 




Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal 
adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok 
barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan 
penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan 
sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.”  
 
  
2.3.2 Landasan Syar’i  
1. Al Qur’an 
a. QS. Al Baqarah ayat 275 “.. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.” 
b. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (QS. An-Nisa ayat 
29) 
2. Hadits  
a. Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal 
yang didalamnya terdapat keberkahaan: jual beli secara tangguh, 
muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)  
b. “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.” 
(Riwayat al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban) 
2.3.3 Syarat Murabahah 
Murabahah harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 
1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3. Kontrak harus bebas dari riba. 
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 




5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, maka 
pembeli memiliki pilihan sebagai berikut. 
1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 
yang dijual. 
3. Membatalkan kontrak. (Ghufron, 2005:14) 
2.3.4 Rukun dan Ketentuan Murabahah 
Nurhayati dan Wasilah (2013:179-182) mengurai rukun dan ketentuan 
dalam murabahah sebagai berikut. 
1. Pelaku 
Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), 
sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan 
dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. 
2. Objek jual beli, harus memenuhi ketentuan berikut. 
a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 
b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dambil manfaatnya dan 
bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. 
c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. 
d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan 
kejadian tertentu di masa depan. 
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 





f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan 
jelas sehingga tidak ada gharar. 
g. Harga barang tersebut jelas. 
h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. 
3. Ijab kabul 
Pernyataan dan ekspresi saling ridha di antara pihak-pihak pelaku 
akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi 
atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2.3.5 Jenis Murabahah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:177-178), ada dua jenis 
murabahah yang dijelaskan sebagai berikut. 
1. Murabahah dengan pesanan.  
Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 
setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan 
dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat. Kalau bersifat mengikat, 
berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak 
dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah 
dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 
kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual 
dan akan mengurangi nilai akad. 
2. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak 
mengikat. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah lalu 
barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual dan pembayaran 






2.3.6 Mekanisme Murabahah 
Murabahah bukanlah transaksi keuangan. Segala pengembalian kepada 
penyedia modal dalam transaksi keuangan yang murni dilarang. Contohnya, 
ketika pengusaha menerima uang dari bank untuk penggunaan pribadinya. 
Pengusaha tidak menerima uang namun aset nyata yang berupa barang atau 
mesin. (Rivai dkk, 2008:220) 
Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedang harga 
belinya harus diberitahukan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara 
tunai ataupun dengan cicilan dan bank dapat memberikan potongan bila 
nasabah mempercepat pembayaran cicilan. Singkatnya proses murabahah dapat 














 Skema 2.1 Murabahah  
 Sumber: Antonio (2015:107) 
 
Akad Jual Beli 
























2.3.7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Murabahah 
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah sebagai berikut. 
1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 




2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank.  
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji 
yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut 
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 
beli. 
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka 
1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 




pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
3. Jaminan dalam Murabahah: 
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
4. Utang dalam Murabahah: 
a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank. 
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 




penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
6. Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 
gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 
sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. 
2.3.8 Manfaat dan Risiko 
1. Manfaat 
Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan 
kepada para hamba-Nya. Setiap manusia memiliki kebutuhan-
kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa memaksa 
mengambil dari orang lain. Tidak ada cara yang paling sempurna 
selain pertukaran. (Sabiq, 2011:35) 
Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank 
syari’ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari 
selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepaa nasabah. 
Selain itu, sistem bai’ al-murabahah juga sangat sederhana. Hal 
tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah. 
2. Risiko  
Risiko yang mungkin diantisipasi dalam akad murabahah menurut 
Antonio (2015:107):  
a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di 
pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak 




c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, 
sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang 
ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian 
dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. 
Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada 
pihak lain. 
d. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, 
maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik 
nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset 
miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, 
risiko untuk default akan besar. 
 
2.4 Gambaran Umum Mudharabah 
2.4.1 Pengertian 
Pengertian mudharabah menurut PSAK 105 adalah sebagai berikut. 
“Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 
pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara 
mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 
pemilik dana.” 
 
Mudharabah merupakan sebuah persetujuan antara dua pihak di mana 
pihak pertama adalah pemilik modal yang mempercayakan seluruh modalnya 
untuk bisnis dan pihak kedua, pengusaha (mudharib), mengelola dana tersebut 
menggunakan kemampuan dan tenaganya. Secara teknis, Mudharabah 




dari pihak yang lain, sedangkan modal untuk investasi harus dalam bentuk uang 
yang diberikan kepada manajer. Kerugian keuntungan ditanggung oleh investor 
secara pribadi, kecuali dalam kasus kecerobohan dan tidak boleh ada campur 
tangan dari manajemen dalam bisnis. (Rivai dkk, 2010: 215-216) 
2.4.2 Landasan Syar’i 
1. Al Qur’an 
a. “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzzammil ayat 20) 
b. “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah SWT...” (QS. Al-Jumu’ah ayat 10) 
c. “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” 
(QS. Al-Baqarah ayat 198) 
d. “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS. Shaad ayat 24) 
2. Al Hadits 
a. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa  
“Sabiqina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra 
usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak 
dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau 
membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan 
bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat 
tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” 
(HR. Thabrani) 
 
b. Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Tiga 
hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual-beli secara 
tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 





c. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya Allah 
Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang 
berserikat selama salah satunya tidak menghkhianati yang lainnya.” 
(HR. Abu Dawud). 
2.4.3 Syarat-Syarat Mudharabah 
Sabiq (2011:165-166) mengungkap beberapa syarat yang mesti dipenuhi 
dalam mudharabah, yaitu: 
1. Modal berbentuk uang. Apabila ia berbentuk emas batangan, 
perhiasan atau barang dagangan maka mudharabah tidak sah. 
2. Jumlah modal diketahui. Tujuannya agar modal yang diperdagangkan 
dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi di antara 
keduanya sesuai dengan kesepakatan. 
3. Pembagian keuntungan antara mudharib dan pemilik modal diketahui 
berdasarkan porsi, misalnya setengah, sepertiga dan seperempat. 
4. Mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh 
membatasi mudharib untuk berniaga di negeri tertentu, menjualbelikan 
barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan 
orang tertentu atau syarat-syarat sejenisnya karena pembatasan ini 
sering kali menghilangkan kesempatan untuk memperoleh 
keuntungan. 
2.4.4 Karakteristik Mudharabah 
Ramli (2005:40) menyebutkan beberapa karakteristik mudharabah 
sebagai berikut. 
1. Kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dengan 
mudharib  (pengelola) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah 




2. Jika rugi, maka ditanggung oleh shahibul maal, tetapi apabila kelalaian 
atau penyimpangan maka ditanggung mudharib. 
3. Bank dapat menjadi sebagai berikut. 
a. Sebagai shahibul maal, dana yang diberikan disebut pembiayaan 
mudharabah. 
b. Sebagai mudharib, dana yang diterima: 
1) Akad mudharabah muqayyadah disajikan pada laporan 
perubahan investasi terkait (dari nasabah) 
2) Akad mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai 
investasi tidak terikat. 
2.4.5 Jenis Mudharabah 
Secara garis besar, mudharabah terdiri atas dua jenis menurut Ramli 
(2005:41). Kedua jenis mudharabah tersebut sebagai berikut. 
1. Mudharabah muthlaqah, yaitu shahibul maal memberikan kebebasan 
penuh kepada mudharib dalam pengelolaan investasinya.  
2. Mudharabah muqayyadah, yaitu shahibul maal memberikan batasan 
kepada mudharib mengenai tempat, cara dan objek investasi dengan 
ketentuan bahwa mudharib dapat diperintahkan untuk: 
a. Tidak mencampurkan dana shahibul maal dengan dana lainnya. 
b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, 
tanpa jaminan. 
c. Mengharuskan mudharib untuk melakukan investasi sendiri tanpa 







2.4.6 Mekanisme Mudharabah 




















Skema 2.2 Mudharabah 
Sumber: Antonio, 2015:98 
 
 
2.4.7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Mudharabah 
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
mudharabah sebagai berikut. 
1. Ketentuan Pembiayaan 
Pengambilan 
Modal Pokok 
Nisbah           
Y % 




















a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola 
usaha. 
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak (LKS dengan pengusaha). 
d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut 
serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 
f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 




h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak 
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan: 
a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 
cakap hukum. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
c. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai 
berikut. 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 





c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 
memperhatikan hal-hal berikut. 
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 




c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 
6. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan 
a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di 
masa depan yang belum tentu terjadi.  
c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran 
kesepakatan. 
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2.4.8 Manfaat dan Risiko Mudharabah 
1. Manfaat 
Kadang sebagian dari manusia memiliki harta tetapi tidak mampu 
mengembangkannya. Sebagian lainnya tidak memiliki harta tetapi 
memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu 
syariat Islam membolehkan mudharabah agar masing-masing dari 
keduanya memperoleh manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari 
keahlian mudharib sementara mudharib mengambil manfaat dari harta. 





Menurut Antonio (2015:97-98) bank akan memperoleh beberapa 
manfaat berikut dari mudharabah. 
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
pendapatan/hasil usaha bank. 
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 
flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan 
nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 
benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena 
keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan 
dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda 
dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima 
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun 
keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan 
terjadi krisis ekonomi.  
2. Risiko 
Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut. 
a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak. 
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan 





2.5 Gambaran Umum Musyarakah 
2.5.1 Pengertian 
PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama 
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 
berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi 
dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah 
usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang 
baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi 
hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada 
mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset 
nonkas. 
Rivai dkk (2010:219) menyebutkan musyarakah sebagai sebuah kerja 
sama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka 
waktu yang terbatas. Hal tersebut mirip dengan usaha gabungan. Semua pihak 
terlibat dalam keuangan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang 
disetujui dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya kontribusi modal. Ini adalah 
salah satu jenis keuangan Islam yang terbaik, di mana mendukung pihak-pihak 
untuk melakukan usaha terbaik mereka untuk mendapatkan keuntungan karena 
mengetahui risiko pembagian kerugian yang ada. 
Laba musyarakah dibagi di antara mitra sesuai dengan porsi modal yang 
disetorkan atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. 
Sedangkan rugi dibebankan sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Setiap 




meminta jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. (Wiyono dan 
Maulamin, 2012:204) 
2.5.2 Landasan Syar’i 
1. Al Qur’an 
a. “Maka mereka berserikat pada sepertiga.” (QS. An-Nisa ayat 12) 
b. “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS. Shaad ayat 24) 
2. Hadits 
a. Hadits Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
berserikat, sepanjang salah seorang dai keduanya tidak berkhianat 
terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku 
keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu 
Hurairah) 
b. “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang 
keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim) 
2.5.3 Karakteristik Musyarakah 
Musyarakah memiliki beberapa karakteristik menurut Ramli (2005:34) 
sebagai berikut. 
1. Kerjasama di antara para pemilik dana yang mencampurkan dana 
mereka bertujuan untuk mencari keuntungan. 
2. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, mitra dapat mengembalikan 





3. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aktiva non kas 
termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan 
sebagainya. 
4. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra 
satu dapat diminta oleh mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja. 
5. Keuntungan musyarakah dapat dibagi di antara mitra secara 
proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan. 
6. Musyarakah dapat berbentuk : 
a. Permanen/konstan, yaitu bagian modal tetap sampai akhir akad. 
b. Menurun, yaitu bagian modal bank beralih secara bertahap kepada 
mitra dan akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha. 
2.5.4 Rukun Musyarakah 
Setidaknya ada empat rukun musyarakah dalam Ramli (2005:35) sebagai 
berikut. 
1. Pemilik modal (syarik) 
2. Proyek/usaha (masyru’) 
3. Modal (ra’sul maal) 
4. Ijab qabul (sighat) 
2.5.5 Jenis Musyarakah 
Ada beberapa jenis musyarakah. Ramli (2005:35) menyebutkan ada 
empat jenis musyarakah. Keempat jenis musyarakah tersebut adalah 
1. Syirkah al-‘inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau 




2. Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan yang midal semua pihak 
dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus 
sama dan keuntungan dibagi sama rata. 
3. Syirkah al-‘abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya 
dibagi bersama. 
4. Syirkah al-wujuh yaitu perserikatan antara pihak yang memiliki reputasi 
atau kedudukan untuk membeli secara angsur lalu menjualnya dengan 
pembayaran kontan. 
5. Syirkah al-mudharabah yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal 
dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dan keuntungan 
perdagangan dari modal itu dibagi bersama. 
 
2.5.6 Mekanisme Musyarakah 










Skema 2.3 Musyarakah 
Sumber: Antonio (2015:94) 
 
Nasabah 





Bagi hasil keuntungan sesuai 






2.5.7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Musyarakah 
Beberapa Ketentuan tentang musyarakah dimuat dalam Fatwa Dewan 
Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 
proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 
dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 




3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk 
aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati 
oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 




2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
2.5.8 Manfaat dan Risiko 
1. Manfaat 
Menurut Antonio (2015:93-94) musyarakah memiliki beberapa 
manfaat, di antaranya:   
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 
keuntungan usaha nasabah meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
pendapatan/hasil usaha bank. 
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 
flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan 
nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 
benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena 
keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan 
dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda 
dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima 
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun 
keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan 






2. Risiko  
Risiko yang terdapat dalam musyarakah terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut. 
a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak. 
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak 
jujur. Antonio (2015:94) 
Tingginya pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) akan 
mendorong timbulnya pengusaha atau investor yang mengambil keputusan 
bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi 
baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa ini. 
Pembiayaan bagi hasil juga bisa menanggulangi terjadinya krisis ekonomi. Hal ini 
dikarenakan bank syari’ah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (asset-
based). Artinya, bank syari’ah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan 
mengandalkan pada kertas kerja semata. Pola pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis 
keuangan pun dapat diminimalisir karena balance sheet perusahaan relatif stabil. 
Hal ini dikeranakan posisinya sebagai mudharib, dimana perusahaan tidak 
menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh 
kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam. 
Selanjutnya pola mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif 
atas problem overlikuiditas yang banyak terjadi. 
Faktanya, pembiayaan dengan prinsip jual beli menjadi transaksi yang 




membuat produk pembiayaan dengan bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk 
menjadi pendamping operasional perbankan syari’ah. Sehingga pembiayaan 
dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya 
bank syari’ah, seperti salah satunya murabahah. (Nursella dan Idroes, 2013) 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Dalam penulisan ini, penulis mengambil beberapa referensi yang terkait 
dengan pembiayaan murabahah dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian 
berikut berfokus pada analisis kesyari’ahan mekanisme murabahah, bagaimana 
penentuan margin dalam pembiayaan murabahah dan penanganan terhadap 
pembiayaan murabahah bermasalah. Selengkapnya tentang penelitian terdahulu 


























Bagaimana konsep akuntansi 
pembiayaan murabahah serta 
aplikasi penerapan PSAK 102 
dalam pembiayaan murabahah 







Pada aplikasinya, BMT Al-Fath memberikan 
pembiayaan murabahah dalam bentuk transaksi 
jual beli. Terdapat juga wakalah murabahah, di 
mana pembeli mewakilkan BMT untuk membeli 
barang yang dibutuhkan atas nama BMT Al-Fath. 
Bentuk perlakuan akuntansi murabahah yang telah 
diterapkan pada BMT Al-Fath mengacu pada 
PSAK 102,baik pada saat pengakuan dan 
















1. Bagaimana pelaksanaan 
akad murabahah untuk 
pembiayaan modal usaha yang 
dilakukan oleh PT. BPRS 
Margirizki Bahagia Yogyakarta 
kepada para nasabahnya?  
2. Apa alasan penggunaan akad 
murabahah untuk pembiayaan 
modal usaha?  
3. Bagaimana solusi untuk 
memperbaiki pelaksanaan akad 










PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta 
memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk  
membeli barang yang diperlukan bagi usaha 
nasabah atas nama bank dengan menggunakan 
akad wakalah. Ada tiga alasan PT. BPRS 
Margirizki Bahagia Yogyakarta menggunakan akad 
murabahah untuk pembiayaan modal usaha, yaitu: 
alasan ekonomi, kultural dan administrasi. Solusi 
untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah 
tersebut yaitu, bank harusnya lebih konsisten dan 
hati-hati dalam melakukan pembiayaan 




































1. Bagaimana pelaksanaan 
akad murabahah pada produk 
pembiayaan modal kerja di Unit 
Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank 
Mega Syari’ah Kaliwungu?  
2. Bagaimana analisis hukum 
Islam terhadap pelaksanaan 
akad murabahah pada produk 
pembiayaan modal kerja di Unit 
Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank 









Pelaksanaan akad murabahah pada produk 
pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra 
Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu 
belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini 
dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, objek 
atau barang yang diperjual-belikan pada 
pembiayaan tersebut tidak jelas. Kedua, harga 
bergantung pada besar kecilnya agunan yang 
disertakan oleh nasabah bukan disesuaikan 
dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang 
riil. Ketiga, penentuan persentase margin 
berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang 
dilakukan menjadikannya seperti bunga. Keempat, 
penandatanganan akad dilakukan bersamaan 
(murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan 





































Bagaimana penerapan akad 
murabahah dan kesesuaiannya 
dengan ketentuan syari’ah pada 







Analisis isi (content 
analysis) 
Pertama, informasi yang diterima oleh pihak 
nasabah tidak sempurna dan melanggar prinsip 
an-tarradin minkum. Kedua, murabahah yang 
dilakukan tidak sesuai dengan murabahah KPP 
(Hybrid Contract murabahah wal wakalah). Pihak 
bank hanya sebagai penyedia dana, bukan 
sebagai penjual karena bank tidak pernah memiliki 
barang secara fisik walaupun hanya dengan 
jangka waktu yang sangat pendek. Ketiga, 
murabahah yang dilakukan bisa dikatakan tidak 
sah karena telah melanggar syarat pokok jual beli 
murabahah. Keempat, survei yang terjadi tidak 











Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis kesesuaian 
penerapan sistem pembiayaan 
transaksi murabahah PT. BPR 
Syariah Gebu Prima Medan 
serta menganalisis pengakuan 
dan pengukuran pendapatan 
transaksi murabahah PT. BPR 
Syariah Gebu Prima Medan 









Penerapan sistem pembiayaan transaksi 
murabahah serta pengukuran pendapatan 
transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. 




































1. Bagaimana praktek 
pembiayaan murabahah pada 
BMT di Makassar?  
2. Apa saja risiko yang terkait 
pembiayaan murabahah pada 
BMT di Makassar?  
3. Bagaimana cara mengatasi 
risiko pembiayaan murabahah 










Praktik pembiayaan murabahah pada BMT di 
Makassar digunakan untuk pengadaan barang 
konsumsi maupun penambahan modal usaha 
Risko yang dihadapi secara umum adalah kredit 
macet. Kredit macet dapat disebabkan kebakaran 
atau penggusuran tempat usaha nasabah. Risiko 
lainnya adalah pihak BMT yang tidak bisa 
membelikan barang kepada nasabah sehingga 
harus diwakilkan. Risiko yang terkait dengan 
nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat 
tanpa konfirmasi dengan pihak BMT. Cara 
mengatasi risiko yang terkait pembiayaan 
bermasalah yaitu dengan melakukan rescheduling, 















1. Bagaimana prosedur 
pembiayaan murabahah pada 
BMT As-Salam? 
2. Bagaimana perhitungan 
margin pembiayaan murabahah 







Prosedur pembiayaan pada BMT As-Salam telah 
dilakukan sesuai dengan tuntunan syari`ah. 
Metode perhitungan margin murabahah 
disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan  
menggunakan Mark-up Pricing. Mark-up Pricing 
adalah penentuan tingkat harga dengan memark-





3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 
yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.  
Dengan  metode analisis deskriptif  kualitatif, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan 
menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai mekanisme pembiayaan modal 
usaha dengan akad murabahah pada BMT Insan Mandiri Makassar dan alasan 
pengunaan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha tersebut oleh BMT 
Insan Mandiri Makassar. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan 
sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. 
Adapun instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai 
bentuk alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan 
untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai 
instrumen pendukung. Setelah data dari lapangan terkumpul maka peneliti akan 






3.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian ini adalah BMT 
Insan Mandiri Makassar yang berlokasi Perumahan Moncongloe Mas, B6 No. 44. 
 
3.4 Fokus Penelitian 
Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk menjawab permasalahan 
penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Upaya untuk menemukan jawaban 
atas permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan dengan pengumpulan, 
pengolahan serta analisis data yang relevan dan dapat diandalkan. Penelitian ini 
berfokus pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad 
murabahah, alasan pemilihan akad murabahah dalam transaksi tersebut dan hal-
hal yang memungkinkan BMT Insan Mandiri Makassar menggunakan akad 
mudharabah/musyarakah dalam pembiayaan modal usaha. 
 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
3.5.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 
Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan 
angka-angka secara langusung melainkan dieroleh dari hasil wawancara dan 
dokumentasi yang diinterpretasikan oleh peneliti. 
3.5.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan 
pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam (depth 




2. Data Sekunder, yaitu yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang 
secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang 
berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. 
 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang lebih akurat dalam melaksanakan 
penelitian, maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut.  
1. Wawancara atau interview 
Wawancara ini diadakan dengan melakukan tanya jawab 
langsung kepada pimpinan atau pegawai BMT yang mempunyai 
wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan 
dalam penulisan dan beberapa nasabah BMT Insan Mandiri. 
2. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2013:422), “dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya monumental dari seseorang”. Untuk mendapatkan data-data 
yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-
arsip yang ada pada BMT Insan Mandiri Makassar untuk 
dipergunakan dalam penelitian yaitu profil perusahaan yang berisi 
gambaran umum BMT Insan Mandiri Makassar, formulir yang 
digunakan terkait pembiayaan murabahah dan dokumen lainnya yang 
terkait dengan penelitian. 
 
3.7 Analisis Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 




yang sesungguhnya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan 
pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah, alasan penggunaan akad 
murabahah dalam pembiayaan modal usaha dan hal-hal yang memungkinkan 
BMT Insan Mandiri Makassar menggunakan akad mudharabah/musyarakah 
dalam pembiayaan modal usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam kepada pihak BMT Insan Mandiri dan dokumen-dokumen BMT Insan 
Mandiri yang terkait dengan penelitian.  
 
3.8 Pengecekan Validitas Data 
Validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir 
penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan dengan melakukan 
pengamatan secara lebih cermat agar kepastian data dan peristiwa dapat 
direkam secara pasti dan sisitematis, mengecek data yang diperoleh untuk 
mengetahui kesesuaian data dengan apa yang diberikan pemberi data dan 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  
 
3.9 Tahapan Penelitian  
Penelitian ini terbagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut. 
1. Penelitian pendahuluan, yaitu penelitian dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data melalui literature-literatur yang berkaitan 
dengan topik yang diteliti untuk memperoleh gambaran umum terkait 
objk dan masalah yang akan diteliti. 
2. Penelitian inti, yaitu peneliti melakukan wawancara mandalam kepada 





3. Penulisan hasil penelitian, yaitu data-data yang terlah dikumpulkan 
kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis dengan metode 







5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada bab 
sebelumnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah pada BMT Insan Mandiri 
menyertakan akad wakalah. 
2. Alasan BMT Insan mandiri memilih akad murabahah bukan 
mudharabah/musyarakah dalam pembiayaan modal usaha kepada 
masyarakat adalah (1) keuntungannya pasti, (2) pengamanan dana investor 
dan donatur dan (3) ketidaksiapan nasabah untuk menggunakan akad lain. 
3. BMT Insan Mandiri memungkinkan menggunakan akad mudharabah atau 
musyarakah dalam pembiayaan modal usaha bila pihak BMT telah mengenal 
karakter nasabah dengan baik namun dengan jumlah dana maksimal yang 
bisa diberikan sebesar Rp 500.000,- atau pinjaman yang diajukan untuk 
proyek usaha yang profitnya sudah jelas. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 
adalah sebagai berikut. 
1. Pihak BMT harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan agar tidak 
terjadi penyalahgunaan pembiayaan. Proses survei harus dijalankan untuk 
seluruh nasabah. 
2. Pembelian barang objek murabahah sebaiknya dilakukan oleh pihak BMT  





pihak BMT. BMT dapat meyakinkan nasabah untuk menjaga kerahasiaan 
informasi terkait produsen atau supplier nasabah. 
3. Penggunaan akad mudharabah atau musyarakah harus tetap diupayakan 
untuk mendorong efektifitas bisnis nasabah. Oleh karena itu, saran untuk 
penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan metode focus group 
discussion (FGD) antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam 
menemukan solusi agar penggunaan akad mudharabah dan musyarakah 
dalam pembiayaan modal usaha lebih sering dilakukan.  
 
5.3   Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka memiliki berbagai 
keterbatasan sebagai berikut.  
1. Penelitian ini tidak menyajikan rincian perhitungan margin dalam pembiayaan 
murabahah pada BMT Insan Mandiri. 
2. Penelitian ini belum menyajikan informasi yang jelas terkait realisasi 
penggunaan dana pinjaman modal usaha oleh nasabah karena responden 
yang sangat terbatas dan cenderung tertutup dalam hal ini. 
3. Penelitian ini belum mempertemukan pihak BMT dan nasabah dalam satu 
forum untuk menentukan cara yang tepat agar penggunaan akad mudharabah 
dan musyarakah dalam pembiayaan modal usaha bisa lebih sering dilakukan. 
4. Nasabah yang berhasil diwawancarai hanya dua sehingga data yang 
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